Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 01 Tahun 2017
Tanggal . 3 February 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 4,01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi 4.01.03.07 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.01.4.01.03.01.38.5 BELANJA 1.000.000.000,00
4.01.4.01.03.01.38.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
4.01.4.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.000.000,00
4.01.4.01.03.01.38 Pendampingan Regulasi bidang Sumber Daya Alam 190.000.000,00
4.01.4.01.03.01.38.5.2. Belanja Pegawai 9.111.600,00
4.01.4.01.03.01.38.5.2. Belanja Barang dan Jasa 180.888.400,00
4.01.4.01.03. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 79.000.000,00
4.01.4.01.03.05.09 Bimtek/ Pelatihan Bidang Sumber Daya Alam 79.000.000,00
4.01.4.01.03.05.09.5.2. Belanja Pegawai 2.148.900,00
4.01.4.01.03.05.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 76.851.100,00
4.02.4.01.03. 15 Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 206.000.000,00
Pelaksanaan KebijakankpH

4.02.4.01.03.15.08 Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR) 116.000.000,00
4.02.4.01.03.15.08.5.2. Belanja Pegawai 51.411.600,00
4.02.4.01.03.15.08.5.2. Belanja Barang dan Jasa 64.588.400,00
4.02.4.01.03.15.09 Koordinasi Implementasi Regulasi (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati) Bidang 45.000.000,00

Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
4.02.4.01.03.15.09.5.2. Belanja Pegawai 4.408.200,00
4.02.4.01.03.15.09.5.2. Belanja Barang dan Jasa 40.591.800,00
4.02.4.01.03.15.10 Evaluasi Implementasi Regulasi (Perda/ Perbup) bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan 45.000.000,00

Perikanan
4.02.4.01.03.15.10.5.2. Belanja Pegawai 3.538.800,00
4.02.4.01.03.15.10.5.2. Belanja Barang dan Jasa 41.461.200,00
4.01.4.01.03. 19 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 525.000.000,00
4.01.4.01.03.19.12 Penyusunan Dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Perizinan 75.000.000,00

Usaha Perkebunan
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KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

4.01.4.01.03.19.12.5.2.1 Belanja Pegawai 46.095.600,00
4.01.4.01.03.19.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.904.400,00
4.01.4.01.03.19.18 Penyusunan dan Perumusan Raperbup. Tentang Subsidi Output Tanaman Jagung 75.000.000,00
4.01.4.01.03.19.18.5.2.1 Belanja Pegawai 46.095.600,00
4.01.4.01.03.19.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.904.400,00
4.01.4.01.03.19.19 Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Bentuk Surat Izin 75.000.000,00
Prinsip/Persetujuan Prinsip Peternakan, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan | T

Peternakan
4.01.4.01.03.19.19.5.2.1 Belanja Pegawai 46.095.600,00
4.01.4.01.03.19.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.904.400,00
4.01.4.01.03.19.20 Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Keamanan Pangan 75.000.000,00
Segar
4.01.4.01.03.19.20.5.2.1 Belanja Pegawai 46.592.000,00
4.01.4.01.03.19.20.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.408.000,00
4.01.4.01.03.19.21 Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pangan 75.000.000,00
dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun Sekali [
4.01.4.01.03.19.21.5.2.1 Belanja Pegawai 46.592.000,00
4.01.4.01.03.19.21.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.408.000,00
4.01.4.01.03.19.22 Penyusunan dan Perumusan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 75.000.000,00
tentang Usaha Perikanan
4.01.4.01.03.19.22.5.2.1 Belanja Pegawai 46.592.000,00
4.01.4.01.03.19.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.408.000,00
4.01.4.01.03.19.23 Penyusunan dan Perumusan Raperbup. Tentang Tata Cara Pelimpahan Adm. Perijinan 75.000.000,00
Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | T
4.01.4.01.03.19.23.5.2.1 Belanja Pegawai 46.095.600,00
4.01.4.01.03.19.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.904.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.000.000.000,00)

Tenggarong, 3 February 2017
BUPATI
RITA WIDYASARI
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